
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTAYAAN 

Pelaksanaan program yang dilakukan dalam pengelolaan isu dan penganan krisis 

tentunya membutuhkan perencanaan dan strategi yang efektif, strategi tersebut yaitu 

manajemen isu merupakan serangkaian tata cara  dalam mengantisipasi isu bahkan 

mengisolasi agar tidak meluas. Salah satu praktisi yang ada didalam organisasi/ 

perusahaan yang berperan penting dalam pengelolaan isu atau penangan krisis  yaitu 

Public Relations. 

Pelaksanaan manajemen isu berkaitan dengan publik, PR tentunya harus dapat membantu 

manajemen dalam mengidentifikasi isu sampai pengevelausian program yang dijalankan. 

PR merupakan praktisi yang kompeten dalam penyampaian informasi perusahaan, juga 

mempunyai tanggung jawab dalam mengatur arus informasi perusahaan ke publik dan 

aspirasi publik ke perusahaan. Selain itu mempunyai kemampuan dalam memahami 

publik maka dari itu PR dan manajemen isu tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam 

kasus isu UJL humas tentu ambil bagian dalam penganan isu. 

Novi Haryokusumo (divisi. Pelayanan Pelanggan) jumat 15 agustus 2014  

1 bagaimana latar belakang diberlakukan kembali UJL (Uang Jaminan Langganan) 2014? 

di berlakukan kembali UJL Itu karna ada temuan dari BPK yang mendapati adanya 

kerugian yang dialami PLN mencapai triliuan rupiah akibat penghapusan UJL di 

pertengahan 2011. Jadi dari temuan tersebut direksi mengeluarkan SK untuk  

memberlakukan kembali  UJL untuk pelanggan pascabayar pada juli 2013 

2. bagaimana prosedur menyampaikan kebijakan UJL  dari pusat hingga ke APJ? 

prosedurnya itu sosialisasi dari pusat  ke kantor distribusi dari kantor distribusi ke kantor  

area 

3 apakah sebelum kebijakan  UJL diadakan kembali, sudah ada koordinasi dengan pihak 

APJ yang menangani pelanggan langsung? 



sebelum diberlakukan UJL kembali  memang sudah ada sosialisasi terlebih dahulu dari 

pusat kita  dikasih tahu dari pusat bagaimana . Jadi sudah ada koordinasi sebelumnya 

dengan pihak yang menangani pelanggan..  

4. Sejak kapan diberlakukan UJL? 

 Sejak 1 juli 2013 

5. mulai kapan pelanggan merasakan perubahan tagihan dengan dipungut kembalinya 

UJL? 

 jadi UJL dibayar saat Pemasangan baru  (PB)/ Perubahan daya (PD) dan mulai 1 juli 

2013 itu sudah dikenakan UJL, Jadi peraturan berlaku surut.  

6. mengapa  hanya pelanggan pascabayar  yang dikenakan? 

kalo pasca memang harus karna untuk uang jaminan karna paca pake duluan baru bayar 

tagihan listrik, takut sewaktu-waktu mereka nunggak kan ada uang jaminannya gitu loh 

mas. berbeda dengan prabayar yang bayar duluan . jadi gak perlu uang jaminan. 

7.bagaimana APJ menginformasikan berlakunya UJL kepada pelanggan listrik 

pascabayar ? 

setiap pelanggan dikirim surat. Jadi pascabayar kalo pelanggan kecil (pelanggan dibawah 

200 KVA) melalui catter (petugas pencatat meter) di bawah 200 KvA sedangkan diatas 

200 KVApegawai ( PP dan Humas) yang sosialisasi 

8. mengapa menggunakan cara tesebut dalam menyampaikan informasi kepada 

pelanggan? 

karena dengan segitu banyaknya pelanggan dengan waktu yang terbilang singkat ya 

paling efektif menggunakan petugas  catter itu untuk pelanggan kecil yang  di bawah 200 

KvA dan untuk pelanggan besar di atas 200 KvA langgsung kunjungan dari Pelayannan 

pelanggan sama humas 



9. bagaimana reaksi pelanggan terhadap informasi diberlakukan kembali UJL? Apakah 

ada kekecewaan bagi pelanggan jika ada, bagaimana pelanggan menyampaikan 

kekecewaan terhadap UJL? 

reaksinya kan  bermacam-macam mas, ada yang complain, ada yang gak bisa terima, ada 

yang bisa mengerti dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, yang complain 

kebanyakan dari golongan (RT) kadang gak baca suratnya jadi gak tau bahwa itu 

kebijakan pemerintah, tapi gak banyak juga mas yang complain mas 

10. bagaimana antisipasi atau persiapan yang dilakukan untuk menampung complain UJL 

 penarikan UJL kan bisa diangsur mas, jadi antisipasi menampung complain, pelanggan 

pasti keberatan  jadi  kita menampung complain dengan mengatakan ke pelanggan 

diangsur  selama  ke rekening pelanggan dari januari-desember 2014 tetapi  jika bayar 

sekali juga bisa. 

11. bagian apa saja yang menerima complain  pelanggan tentang  di berlakukan kembali 

UJL? 

bagian pelayanan pelanggan dan humas itu untuk area pelayanana jaringan yang 

menerima complain sedangkan kalo di unit-unit yang menerima complain hanya 

pelayanan pelanggan karena gak ada humasnya.  

12.apakah sebelumnya karyawan di berikan pelatihan khusus untuk menangani komplain 

seputar UJL 

jadi kita disosialisasi kita dikasih tahu kasus UJLnya seperti apa supaya kita bisa 

menanggulani komplain-komplain pelanggan nanti mas, jadi kita dikasih tahu dasarnya, 

kalo kita tahu dasar alasan ditarik kembalinya UJL, biar kita bisa menangani pelanggan 

gitu mas. 

13. selama PLN menanggapi complain apakah ada complain yang tidak bisa diatasi 

 jadi selama ini gak ada complain yang gak bisa diatasi, Alhamdulillah pelanggan bisa 

menerima, tergantung bagaimana kita menyampaikan kalaupun pelanggan gak puas dia 

complain ke call center 



14.  apakah ada kesulitan dalam melakukan aktivitas  penyampaian isu UJL ? 

Tidak.. .instansi ini kan milik Negara dan kita itu ada auditnya dari internal yaitu PLN 

dan eksternal (BPK dan Delloite) jadi kita mengikuti BPK sebagai solusi 

15. kegiatan apa saja yang dilakukan pln area jogja dalam manajemen isu kembali 

berlakunya UJL? 

Kunjungan ke pelanggan  seluruh pelanggan pasacabayar  dan talkshow,  

itu waktunya cuman kurang lebih sebulan kita dari pusat sudah di breakdown pertanyaan-

pertanyaan-pertanyaan dari  pelanggan dan kita sudah siap untuik menjawab, gak ada 

persiapan khusus tapi  kita sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. 

Humas kan kalo ada pelayanan pelanggan juga gak tau.. jadi humas koordinasi dulu sama 

pelayanan pelanggan karna yang kuasai kasus UJL ya pelayanan pelanggan mas. Humas 

fungsinya hanya menyampaikan karena dari sisi psikologis humas lebih berkompeten. 

16. apakah humas ikut andil dalam membantu PLN dalam memanej isu ujl tersebut 

humas membantu dalam mensosialisasikan, kunjungan kepelanggan besar dan melakukan 

talkshow di media-media lokal terkait UJL. 

17. apa kegiatan humas PLN dalam membantu manajemen dalam kasus ini? 

Membuat materi komunikasi seperti release dan materi talkshow dan ikut sosialisasi ke 

pelanggan pascabayar >200kva 

18. menurut anda apakah humas berperan penting dalam penanganan isu ujl? 

jadi kita sama (PP) sama humas itu tim saling melengkapi  gitu loh mas, jadi peran humas 

dalam penganan kasus UJL kemarin penting mas 

19. bagaimana humas dan PP menyampaikan kasus ujl ini ke masyarakat? 

“kita sampaikan berdasarkan hal-hal mendasar (temuan BPK) dari bagaimana 

diberlakukan kembali UJL sampai pelaksanaanya 



“Jadi program yang dijalankan seperti sosialisasi kunjungan ke pelanggan potensial 

(pelanggan >200kva/ pelanggan yang terkena lebih banyak di pungut biaya UJL),dan 

talkshow di radio-radio lokal jogja kita lakukan berdasarkan surat putusan direksi yang 

memberlakukan kembali UJL yang SK-nya terbit per 31 mei dan kita sosialisasinya di 

bulan juni 2013 kita ikut BPK sebagai solusi dalam penyampaian kasus UJL. Istilahnya 

kita hanya sebagai deliver dari pusat ke masyarakat  gitu loh mas 

“Setiap pelanggan pascabayar dikirim surat. Jadi kalo pelanggan kecil (pelanggan 

dibawah 200 KVA) melalui catter (petugas pencatat meter) di bawah 200 KVA 

sedangkan diatas 200 KVApegawai ( PP dan Humas) yang sosialisasi.” 

20. apakah ada media lainnya selain PR yang digunakan PLN dalam manajemen isu 

UJL? 

“Kita bekerja sama dengan media-media lokal, mereka juga ikut membantu dalam 

penyampaian diberlakukan UJL. yaitu melalui program talkshow dan melalui koran” 

21. Bagaimana fungsi humas pln dalam manajemen isu UJL 

Fungsinya sebagai penyampai informasi/ isu UJL 

22. Apakah humas memberikan menegenai jalan dan cara menyusunan kebijaksanaan 

dan operasionalisasi. 

kebijaksanaan dari pusat, domain kita hanya mensosialisasi atau kita sebagai deliver gitu 

loh mas jadi baik humas maupun PP ikut pusat. 

23. Apakah dengan adanya kasus UJL humas ikut merencanakan dan melaksanakan 

program manajemen isu UJL? 

iya humas ikut merencanakan tapi hanya sebatas talkshow-talksow diradio/ membuat 

materi komunikasi, karena kebijakan  sudah dari pusat, kita dari APJ yang deliver ke 

masyarakat gitu loh mas. 

24. Dimana posisi humas dalam penganganan isu UJL tersebut? 

sebagai tim implementasi dalam penanganan isu UJL yang bekerja sama dengan PP 



 Program apa saja yang dijalankan PLN APJ YOGYA? 

Tentu dengan surat keputusan dari direksi yang itu akan disampaikan melalui surat untuk  

pelanggan kecil kita beritahu melalui via surat, Kalo pelanggan besar dalam hal ini 

pelanggan potensial kami langsung datangin “kunjungan” dan kita juga melakukan 

talkshow diradio dalam memberitahukan akan diadakan kembali UJL, ada juga sosialisasi 

listrik prabayar misalkan ada event-event di pedesaan istilah kita mengajak pelanggan 

pascabayar untuk hijrah ke prabayar karena prabayar tidak terkena UJL. Kita manfaatkan 

moment itu.” (Kardiman, wawancara 22 agustus 2014) 

Kardiman paulus wawancara   15 september 2014 

1. Bagaimana koordinasi PP dengan PR? 

 Kalo secara structural itu tugasnya PP ya.. kita (humas) hanya mungkin nanti diminta 

sosialisasi, kan kita tidak punya peran untuk itu.. kita hanya ke media menyampaikan 

informasi kepada eksternal, diminta tolong untuk membantu mensosialisasikan nah itu 

kita juga ikut, karna yang punya data detailnya kan PP 

2. Apakah ada complain saat melakukan penyamapaian isu? 

Tentu yang pertama kan mengenai surat keputusan itu dimudahkan melalui lembaran 

Negara, melalui koran, melalui talkshow, melalui persurat kepada pelanggan >200KVA, 

kemudian disurat itu bunyinya”misalkan ada sesuatu yang bagi mereka keberatan 

silahkan hubungi disini (APJ Yogyakarta). Jadi dengan berjalannya waktu kita tidak 

mungkin terus disitu menjelaskan satu persatu detail ya. biasanya kita (humas) diajak PP 

misalnya pelanggan dikasih tahu “silahkan dalami dulu, nanti kalo ada sesuatu yang 

mungkin keberatan “permasalahan” silahkan hubungi kami (PP/ Humas),Kalo complain 

ada 1,2 yang complain, jadi sifatnya  kan konfirmasi, penjelasan- penjelasan seperti itu 

diisi suratkan tidak menjelaskan secara detail permasalahannya (diberlakukan kembali 

UJL) 

3. Apakah ada pemberitaan terkait isu UJL untuk APJ Jogja? 



 Kalo UJL selama ini gak ada ya karna kita proaktif untuk ke pelanggan, iya jadi tetap 

diharapkan seandainya mereka ada sesuatu yang tidak tahu langsung ke APJ, kalo diluar 

dari APJ Jogja , saya tidak tahu persis ya, apa komunikasinya, apa informasinya yang 

tidak nyampe, sehingga mereka melalui media, kalo di APJ jogja sepanjang yang saya 

ketahui tidak ada. Karna memang bukan tidak ada komunikasi atau tidak ada complain 

atau tidak ada pertanyaan, tapi pertanyaannya tidak melalui media.. pertanyaannya 

langsung ke APJ jogja (PP&humas) seperti itu. Karna kan kalo disini (area Jogja) 

pelanggannya cukup cerdas ya.. kan gak efektif kalo melalui surat kabar (media) nanti 

hanya jadi polemik, penjelasannya pun gak bisa efektif kalo bahasa surat itu sendiri 

dibatasi mungkin seperti itu. Kita memang membuka komunikasi seperti itu. Surat itu 

diberitahukan ke pelanggan dengan catatan kalo memang adasesuatu yang ditanyakan 

kita akan menjelaskannya. 

4. Bagaimana pembagian tugasnya dalam tim? 

Kadang justru hanya pp kalo kita (humas) personil nya terbatas. Kalo mereka dibagi tidak 

semua kita ikuti.. sebenarnya tanggung jawab PP. humas hanya sebagai media saja. Bisa 

saja tidak menggunakan media (humas) langsung PP ke pelanggan. 

5.  Dimana posisi humas dalam pengelolaan isu UJL? 

Posisi humas sebagai sarana komunikasi eksternal/ tugas kita menyampaikan ketika 

diminta bantu.. ketika masalahnya UJL kita (humas) menggandeng PP membuat konsep 

untuk talkshow dimedia (radio lokal jogja). 

Wawancara 2, 10 september 2014 : Novi Hariyanto Kusumo 

1 Bagaimana koordinasi antara PP dengan humas 

Jadi gini mas koordinasi tentunya ada kami PP sama humas kan tim.. tapi memang  isu  

UJL ini domainnya PP , humas hanya membantu saja.. pertama isu ujl ini kan memang 

kebijakan pemerintah ya.. dan kita di apj hanya sebagai deliver dalam menindak lanjuti..  

tentunya PP dan humas saling  koordinasi seperti kapan kita mulai melaksanakan 

program.. ke pelanggan mana saja? Tapi secara penuh ini domainnya PP.. dan humas 



hanya membantu saja.. Seperti itu mas   dalam  membuat program yang kita jalan kan 

seperti kunjungan ke pelanggan potentsial (>200Kva) talkshow di radio.. 

2. Bagaimana pembagian tugasnya antara PP dan Humas? 

Kalo pembagian tugas disini  saya tegaskan bahwa yang menangani  masalah UJL yaitu 

PP..  Humas hanya membantu jadi kalo dipersenkan PP 70% dan Humas 30% dalam 

penanganan kasus ini.. jadi ketika kita kunjungan ke pelanggan potensial 200kva  disana 

kita bersama pelanggan duduk dan membicarakan terkait  diberlakukan kembali UJL dan 

kami PP menjelaskan ke pelanggan terkait kasus UJL mengacu pada pasal 24 ke dir 

porsinya humas hanya ikut membantu kami  dalam menyampaikan ke pelanggan. 

Kalo pada program talkshow pembagian tugasnya .. disini humas yang membuat materi 

acara talkshow kemudian di berikan ke announcer radio-radio yang kita melakukan 

talkshow.. Humas menjadi moderator dan PP menjadi narasumbernya saat talkshow.. 

3. Saat melakukan program program tersebut ada yang complain? 

Kalo pada saat melakukan program kunjung ke pelanggan  diatas 200kva itu disana kita 

melakukan komunikasi dengan pelanggan misalnya kita menjelaskan dasar nya 

bagaimana diberlakukan UJL kembali.. dan untuk pelanggan diatas 200 kva gak ada yang 

complain paling mereka hanya bilang kekecewaan mereka “kenapa baru dikasih tau 

sekarang”  dan mereka nanya nominal UJL dan berapa kali diangsur UJL nya” karena 

mereka lebih mengerti situasinya.. dibanding dengan bebrerapa pelanggan dibawah 

200kva yang dikasih surat pihak catter kadang gak baca suratnya dulu…  

4. Apakah ada pemberitaan terkait UJL untuk area Jogja? 

Kalo untuk daerah Jogja  gak ada pemberitaan negative (APJ Jogja) terkait kasus UJL.. 

jadi isu ujl ini gak terlalu berkembang…  karena yang complain juga gak banyak..  

memang UJL kan harus dibayar pelanggan yang belum membayarnya.. UJL kan bisa 

dikembalikan kalo mereka sudah gak berlangganan lagi. Kita bekerja sama dengan 

media-media lokal untuk menyampaikan isu ini.. jadi media gak meliputi kasus UJL .. 

setau saya… 



5. Menurut anda kasus ini penting tidak untuk disampaikan? 

Dibilang penting yak emang penting mas karena kalo kita gak kasih tau ke pelanggan ntar 

complain jadi untuk manajemen isu UJL ini emang penting mas.. kan kaya kemarin yang 

complain itu karena mereka gak tau.. dan gak tau itu karena gak baca suratnya..  jadi 

penting untuk dikasih tau biar gak banyak yang complain.. 

6. Apakah banyak yang complain? 

Yang complain gak banyak angka konkritnya kurang tau yak mas.. karena pada saat itu 

yang complain bukan hanya complain terkait kasus UJL .. kurang lebih 1-2 pelanggan itu 

pelanggan dibawah 200kva. 

7. Pada saat melakukan kunjungan ke pelanggan bagaimana komunikasinya Ada 

pertanyaan balik?  

Ada paling cuman bilang “kenapa baru dikasih tahu sekarang  setelah itu mereka 

langsung menanyakan kapan bayarnya.. berapa angsurannya.. karena lebih mengerti 

situasinya ketimbang pelanggan dibawah 200kva yang kadang gak baca isi suratnya. 

8. Posisi humas dalam pengelolaan isu UJL gimana mas? 

Humasnya kalo pada saat talkshow.. posisi humas sebagai yang membuat materi 

taklshow (teknisi komunikasi)  dan juga sebagai moderator sedangkan PP pada saat 

talkshow juga ikut andil sebagai narasumber talkshow karena yang punya data UJL PP 

dan ini (domainnya PP) tapi kadang-kadang humas juga ikut ambil bagian sebagai 

narasumber  saling mengisi  

9. Apakah ada complain yang gak bisa diatasi? 

Iya sampai saat ini mas gak ada komplain yang gak bisa diatasi … karena yang complain 

juga gak banyak.. dan kebijakannnya kan dari pemerintak yak mas… jadi kalo ngerti 

keadanya pasti bisa nerima… kalo yang gak paling mereka ke call center. 

10. penyampaian isu nya gimana mas?  



Jadi waktunya cuman sebulan kita hanya merencanakan apa saja yang seharusnya kita 

jalankan.. disini kita hanya sebagai deliver mas… kan emang kebijakan dari pusat dan 

kita hanya sebagai jembatan dalam penyampaian kasus UJL ini mas….  

Wawancara 3 Sukarniasih 29 septemnbar 2014 

Kemarin saya melakukan wawancara dengan mas novi katanya hari ini beliau 

diklat di semarang jadi saya mau wawancara lagi tapi mas novi bilang bisa wawancarai 

ibu sukarniasih jadi saya mau Tanya ada beberapa yang belum sempat saya tanyakan 

pertanyaannya gak banyak yang ingin saya tanyakan bisa ibu jelaskan kembali 

Bagaimana latar belakang diberlakukan kembali UJL? 

“Jadi gini mas saya cerita dulu.. jadi pada waktu itu DIS (Dahalan Iskan) 

memberhantikan UJL  ditahun 2010 karena dia lihat tidak ada keuntungan bagi pelanggan 

maupun PLN tapi BPK  (Badan Pemeriksaan keuangan) mendapat kerugian  yang 

dialami PLN jika UJL tidak diadakan .UJL merupakan Uang jaminan atas pemakaian 

listrik bagi pelanggan pascabayar, jadi pelanggan pascabayar kan melakukan transaksi  

JBTL (jual beli tenaga listrik) dengan PLN itu digunakan listrik diawal baru dibayar, 

sehingga tidak ada uang jaminannya.. sehingga diberlakukan kembali UJL itu tujuannya 

sebagai jaminan atas pemakaian listrik ketika mereka melakukan pemutusan kontrak.. 

UJL itu dikembalikan dengan catatan  jika mereka tidak ada piutang dengan PLN.. kan 

uang itu  milik pelanggan dan trersimpan di bank dan terpisah dengan uang operasional, 

uang itu akan dikembalikan ketika pelanggan sudah tidak ada kontrak dengan PLN” 

(Sukarniasih wawancara 29 september 2014) 

 

 2. Gimana penyampaian isu UJL ke pelanggan pascabayar? 

Kita kirim surat tanggapan UJL  ini ada suratnya: 

“(1) Bahwa hubungan antara PLN dengan pelanggan adalah perjanjian jual beli 

tenaga listrik yang tunduk kepada semua ketentuan yang diatur dalam kitab 

undang-undang hukum perdata salah satunya adalah pasal 1339 KUH perdata 

yang mengatur: 



“persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, 

melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut 

berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. 

(2) Terkait dengan ketentuan pasal 1339 KUH. Perdata tersebut. Maka dalam 

pelaksanaan jual beli tenaga listrik antara PLN dengan pelanggannya harus 

tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 8 

undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan bahwa jenis peraturan perundang-undangan adalah termasuk  peraturan 

yang ditetapkan oleh BPK dan menteri sebagai berikut 

(a) UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

Keuangan Negara pasal 20 ayat (1) dan peraturan  BPK No 2tahun 2010 tentang 

pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pasal 

3 ayat (1) mengatur bahwa pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam 

laporan hasil pemeriksaan.  

Adapun rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan terhadap kebijakan PT. PLN 

yang tidak mengenakan UJL kepada pelanggan reguler pada periode 1 januari 

2011 – 30 juni 2013 adalah direksi PLN segera memberitahukan UJL sesuai 

peraturan menteri ESDM. 

(b) Peraturan Menteri ESDM No 9 th 2011 tentang  ketentuan pelaksanaan tariff 

tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. PLN yang 

mengatur pengenaan UJL kepada pelanggan PLN sebagai berikut. 

(-) Pasal 1 angka 4. UJL adalah uang jaminan atas pemakaian daya energi listrik 

selama menjadi konsumen. 

(-) Pasal 8 ayat (2): pengelolaan uang jaminan langganan harus ditingkatkan 

terus-menerus demi kepentingan konsumen dan perusahaan perseroan PT. PLN 

Dengan demikian sesuai peraturan UU yang berlaku tersebut diatas maka semua 

pelanggan PLN yang masih menjadi pelanggan reguler PLN dikenakan UJL 



sebagai jaminan atas pemakaian daya dan energi listrik dari PLN yang digunakan 

untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik 

Jadi saya tegaskan PLN itu hanya memegang izin usaha dan pemerintah yang 

memegang kuasa usaha.” (Sukarniasih, wawancara 29 september 2014) 

 

3. Bagaimana koordinasi PP dan humas? 

“Koordinasi PP sama humas.. bentuk koordinasinya kita saling menginfomasikan, kita 

kan gak beda kantor masih dekat jadi koordinasinya saling kasih tahu misalnya (susun 

jadwal buat talkshow : kapan. Dan diradio mana?) seperti itu.. kenapa kita mengajak 

humas karena mereka yang punya mobil misalnya kalo mau keluar dan mereka yang 

dekat dengan media. istilahnya mereka (Humas) itu sebagai  jembatan yang memudahkan 

jalannya informasi. kalo berapa kali talkshow saya kurang tahu ada datanya kemarin kita 

sama-sama dengan humas,yang buat konsep talkshow (humas dan PP). talkshow kita 

lakukan diradio lokal (Jogja Family FM, Star JogjaFM, Megaswara FM), kita (APJ Jogja) 

dengan media sudah berhubungan sejak dulu. Narasumber dalam takshow UJL sama-

sama (humas dan PP.” (Sukarniasih, wawancara 29 september 2014) 

4. Bagaimana reaksi pelanggan pascabayar saat ini ? 

“Reaksinya saat ini bisa menerima… karena ini putusan pemerintah ya PLN hanya 

sebagai pemagang izin usaha yang menentukan pemerintah karena pemerintah yang 

memegang kuasa usaha (UU kelistrikan pasal 30 tahun 2009).” (Sukarniasih, Wawancara 

29 september 2014) 

 

 


